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ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK
ADA TANGGAL KADALUARSA

DASEP SUHANDA

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai
berikut :
1. Apa saja tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal
kadaluarsa ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk
makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui tanggung jawab
produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa dan perlindungan
hukum pada konsumen yang mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal
kadaluarsa, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang
bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk
menguji hipotesa.

Teknik penggumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan
dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi
(Content Analisys) untuk selanjutnya dikontruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal kadaluarsa,
antara lain adalah Peringatan secara tertulis; Larangan untuk mengedarkan
untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari
peredaran; Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan
jiwa manusia; Penghentian produksi untuk sementara waktu; Pengenaan denda
paling tinggi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan atau; Pencabutan
izin produksi atau izin usaha.

2. Perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati produk yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa didasarkan pada Pasal 4 huruf j Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi
hak atas kenyamanan, kemananan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa, dan huruf i yang berbunyi hak atas inforrnasi yang
benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
Oleh karena itu seharusnya konsumen bisa menuntut ganti kerugian dari
pelaku usaha agar tidak berlanjut dengan pihak lain.

Kata Kunci : Tanggung jawab produsen dan Perlindungan Hukum pada Konsumen
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Sebagai konsumen beberapa produk makanan, banyak orang sering
tidak mengetahui bagaimana menyeleksi produk yang akan dikonsumsi.
Perlindungan hukum terhadap konsumen, terkesan bersifat semantik
(pemandulan aturan) dan nominal (tidak dilaksanakan secara konsekuen).
Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan
hukum perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai regulator juga dalam
banyak hal terlambat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa
penjualan makanan yang sudah kadaluarsa.'

Berbagai larangan telah dikenakan bagi para pelaku usaha, baik itu
pelaku usaha pabrikan dan atau distributornya, pelaku usaha periklanan,
maupun kegiatan yang terkait dengan kehumasan. Pada prinsipnya konsumen
berada pada posisi yang secara ekonomis kurang diuntungkan. Konsumen
semata-mata tergantung pada informasi yang diberikan dan disediakan oleh
pelaku usaha. Akan tetapi informasi yang diberikan tanpa disertai dengan
edukasi akan kurang dirasakan manfaatnya. Hal ini antara lain dilakukan
melalui pemasangan label atau standarisasi mutu. Adanya pemasangan label
atau pelabelan ataupun standardisasi, mutu produk sangat dirasa penting,

khususnya terhadap produk makanan, karena hal ini sangat berhubungan

! John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen
Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa, Pelangi Cendikia, Jakarta, 2007, hlm. 22 .



dengan nyawa manusia. Dalam hal ini sekurang-kurangnya ada dua persoalan,
yaitu pertama, masalah pelabelan sampai seberapa jauh suatu produk makanan
mencantumkan informasi secara lengkap tentang produk tersebut dalam
pelabelan; dan kedua, bagaimana mutu produk itu sendiri.?

Karenanya Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu
bagian dari hukum konsumen yang memuat berbagai asas-asas dan kaidah-
kaidah yang memiliki sifat mengatur serta melindungi kepentingan bagi para
konsumen agar mereka tidak selalu menderita kerugian akibat ulah para
produsen yang tidak bertanggungjawab atas barang dan/atau jasa yang
diproduksinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa
hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai
suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem
perekonomian, yang mana di dalamnya juga terlibat para produsen atau
pengusaha. Selanjutnya jika di dalam Undang-Undang Perlindung Konsumen
pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen diartikan
sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen, maka dengan demikian hukum perlindungan
tidak lain adalah hukum yang di dalamnya mengatur mengenai upaya-upaya
untuk memberikan jaminan terwujudnya perlindungan hukum terhadap

kepentingan pada konsumen yang hak-hak telah dilanggar oleh produsen.’

2 Sudaryatmo, Hukum & Advokasi Konsumen, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya
Bakti, 1999, him. 14

3 Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2015, him. 5



Tanggung jawab seorang pelaku usaha atas suatu produk barang
dan/atau jasa sangat diperlukan bahkan wajib dikembangkan, sehingga hak-
hak yang seharusnya diterima oleh konsumen dapat dipenuhi. Dengan adanya
cara-cara dan sikap para produsen (pelaku usaha) yang demikian tersebut,
maka permasalahan perlindungan konsumen yang masih banyak terjadi
tersebut setidaknya akan dapat diminimalisir bahkan terselesaikan karena para
konsumen dan produsen telah sama-sama memahami hak dan kewajiban
mereka masing-masing.*

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia,
oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat
mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan
hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan
saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :°

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
keterbukaan akses dan infomasi, serta menjamin kepastian;

b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan
seluruh pelaku usaha;

c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang

menipu dan menyesatkan;

4 Ibid. him. 6
> Erman Rajdgukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung,
2000, hlm. 7



e. Memadukan penyelenggaran, pengembangan dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada
bidang-bidang lain.

Beberapa contohnya adalah masih banyak makanan yang tidak
mencantumkan tanggal kadaluarsa yang kini beredar di pasaran. Dimana
negara Indonesia ini puluhan produk makanan dan minuman dalam kemasan
yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa produk-produk tersebut pada
dasarnya sangat berbahaya karena konsumen tidak tahu jika produk makanan
tersebut sudah kadaluarsa atau belum, yang mana akan berpotensi ditumbuhi
jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan jika produk
makanan tersebut kadaluarsa.

Tanggal Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada
konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu penggunaan atau
pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari
suatu produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki
“mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut. Jika kita
mengkonsumsi atau menggunakan produk yang mutunya sudah jelek dan
kemungkinan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah
tidak layak untuk dikonsumsi. Dengan adanya tanggal kadaluarsa bagi produk
makanan bisa melindungi kesehatan konsumen, dan jika tidak dipahami secara
layak, akan sangat merugikan konsumen. Penyertaan tanggal kadaluarsa pada

produk pangan sebenarnya bersifat preventif, agar konsumen terhindar dari



produk yang sudah tidak layak konsumsi, sehingga konsumen tidak akan
dirugikan.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda
expired atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau
yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun
sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda expired atau tanggal
kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu
kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita
menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluwarsa
atau expired, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari
makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa atau
expired.

Makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan.
Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji
(instant), telah bererdar dipasaran, beredar produk makanan ini memerlukan
kontrol yang kuat dari pemerintah maupun pihak terkait (stakeholder) untuk
memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi
standart yang perlu dipenuhi. Seperti halnya di Yogyakarta masih banyak
produksi industri rumah tangga yang selanjutnya di sebut PIRT atau
perusahaan kecil dan menengah bergerak di bidang makanan tradisional dalam
kemasan atau cemilan. Produsen jajanan dalam kemasan tersebut masih

banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa di setiap kemasan



produksi makanannya, jika tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka
dapat membahayakan bagi konsumen.

Produk pangan yang diproduksi oleh usaha mandiri atau yang lebih
dikenal dengan industri rumah tangga yang banyak diperjualbelikan di
warung-warung maupun pasar tradisional sebagaian besar produk makanan
dan minuman tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, sehingga
dalam hal ini konsumen telah dirugikan karena produk tidak memuat
ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan terutama Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Masa kadaluarsa suatu
produk makanan dan minuman yang berupa tanggal, bulan dan tahun,
dicantumkan pada label kemasan yang tujuannya memberikan informasi
kepada konsumen mengenai produk yang akan dikonsumsi. Pencantuman
tanggal kadaluarsa bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual, dan
produsen. Mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk pangan
konsumen memperoleh infromasi yang jelas mengenai keamanan produk,
distributor dan penjual dapat mengatur stok simpan produk yang
diperjualbelikan, serta produsen mengetahui masa jaminan produk setelah
proses produksi.®

Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang
membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila

lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap

¢ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 77



mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah
kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan dibidang
industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang
semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang
bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan
dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrument yang membuat
standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.’
Pentingnya suatu negara mengatur perlindungan hukum terhadap
konsumen, umumnya didasarkan pada pertimbangan aktualitas dan
urgensinya. Dalam perlindungan bagi konsumen perlu ditegakkan pada suatu
pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan berkembang
terhadap “nasib” masyarakat konsumen. Pertimbangan ini biasanya ditempuh
dengan memperhatikan tingkat pembangunan negara, pertumbuhan industri.®
Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hukum bagi konsumen, negara
bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan bagi
konsumen dilakukan dengan menciptakan iklim usaha dan hubungan yang
sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan
dibidang perlindungan hukum bagi kosumen. Sehingga tujuan
penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan hukum bagi

konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan

7 Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumennya dalam Jhon
Pieris dan Wiwik Sri Widiany, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika,
Jakarta, 2007, hlm 69

8 Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Op Cit, hlm. 23



kesadaran konsumen, serta secara tidak langusng mendorong pelaku usaha di
dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.’

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang
diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam rangka
kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermsyarakat di Indonesia yang harus
pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan
konsumen.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik melakukan
penelitian yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap
konsumen dengan judul Skripsi “TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
TERHADAP PRODUK YANG TIDAK ADA TANGGAL

KADALUARSA”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Apa saja tanggung jawab produsen terhadap produk yang tidak ada tanggal
kadaluarsa ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pada konsumen yang mendapati

produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa ?

? Ibid, him. 27



C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis
memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu
penulis arahkan mengenai tanggung jawab produsen terhadap produk yang
tidak ada tanggal kadaluarsa dan perlindungan hukum pada konsumen yang
mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa, sehingga
tulisan ini dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah
ditentukan penulis diawal. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan
antara lain adalah :
1. Untuk mengetahui tanggung jawab produsen terhadap produk yang
tidak ada tanggal kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pada konsumen yang
mendapati produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa.
Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan
informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang

dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.
1. Tanggung Jawab.
Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu
sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung,
memikul jawab, menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan

kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja
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maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala
perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain. tanggung jawab
timbul karena manusia hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan
alam yang mengharuskan untuk tidak berbuat semaunya agar terciptanya
suatu keselarasan, keseimbangan, keserasian antara manusia dengan tuhan,
manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Tanggung jawab
bersifat kodrati, sifat yang telah menjadi bagian atau telah mendasar dalam
diri atau kehidupan manusia. Setiap individu memiliki sifat ini. la akan
selalu ada dalam diri manusia karena pada dasarnya setiap insan tidak bisa
melepaskan diri dari kehidupan sekitar yang menuntut kepedulian dan
tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan frekwensi tanggung jawab
masing-masing individu berbeda.
2. Produsen.
Produsen adalah seseorang atau kelompok orang maupun badan usaha
yang menghasilkan output dalam bentuk atau perubahan nilai guna barang
atau jasa yang bisa dijual atau dipasarkan kepada distributor untuk di
distribusikan kepada konsumen akhir atau dari produsesn langsung di
distribusikan kepada konsumen.'°
3. Konsumen

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,

maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

10 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, Graha llmu, Yogyakarta,
2008, hlm. 101
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4. Produk.
Secara umum, pengertian produk adalah sesuatu yang dihasilkan dari
proses produksi, baik itu barang maupun jasa yang dapat diperjualbelikan
di suatu pasar. Menurut pendapat lain, definisi produk adalah sebuah
substansi yang diproduksi oleh produsen dan ditawarkan ke suatu pasar
untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen.

5. Tanggal Kadaluarsa
Tanggal kedaluwarsa adalah ukuran tanggal yang menjadi batas aman
makanan tersebut dikonsumsi. Jika lewat dari tanggal tersebut, makanan

menjadi tidak layak untuk dikonsumsi.

. Metode Penelitian

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian, maka metode
penelitian hukum yang digunakan terhadap permasalahan tersebut
menggunakan penelitian hukum normatif yang yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan
hukum primer, sekunder dan tersier :!!

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat berupa
peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yang penulis
gunakan :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Pers,
Jakarta, 1986, him. 52
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¢. Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

d. Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum,
buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder berupa jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media
online, kamus-kamus.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan
proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan
pustaka yang telah dikunpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka
yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik
kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan
lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan
dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar
akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara
menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara
deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau
memberikan gambaran sistematis atu suatu bentuk pengolahan data yang pada
awainya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas

dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini,
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hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksik an kedalam
bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian

secara singkat dan diajukan pula saran-saran.

4. Sistematika Penulisan.
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